WALIKOTA KUPANG
PROVINS] MUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKGTA KUPANG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDURKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Menimhang

Mengingat

KELUARGA BERENCANA KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menler! Pendayagunasn Aparatuwr Negara dan  Relormasi
Birokrasi Nemor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanasan
Suuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanasan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentsng Kedudukan, Susunan Organizasi Tugas
dan Fungsl secta Tata Kena Dinas Pengendelian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kots Kupnng

1. Pasal 18 ayat () Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonecsra Tehun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 5 ‘Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kolamadya Daerah Tingkalt [ Kupang
(l.embiaran Negara Republik Indonesia Tahun 19496 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeoer 2633);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Nepara Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebapaimana
telah diubah beberapa kab rterakhir dengan Undang-



Undang Nomar 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keorja
[Lembaran MNegara Kepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor
584, Tambahan Lembaran Negara Repulilik Indanesia
Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahur 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembwaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republk [ndonesia Nomor 5B87) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ‘tentang Perubahan atas Peratiran Pemerinlah
Nomorl8 Tahun 2018 tentang Peranghkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara FRepublik Indonesia
Nomopr 6402);

Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatyr Negara dan
Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada [nstansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Hirokrasi (Betita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 546);
Peraturan Daerah Kote Kupang Nomor 13 Tahun 2016
teritang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Dacrah Kote Kupang Tabn 2016
Nomor 13, Tambahan Lembarsn Daerah Kota Kupang
Momor 273} sebapgaimana telah dinbah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kola Kupang Nemor @
Tabun 2019 tentang Perubahan Keduz AtasPeraturan
Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentRng
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kol
Kupang [l.embaran Daereh Kota Kupang Tahun 2019
Nomor (f, Tambahan Lembaran Daegrah Kota Kupang
Nowmar 2851,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA
DINAS  PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA KUPANG.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturen Daerah ini, yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kota Kupang.
2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ku pang
3. Walikota adalah Walikote Kupang.
4, Sekretanat Deersh, selanjuinya disebul Setda adalah Sekretacial Daerash
Kota Kupamngs.

Sekretaris Daerah, selanjuinya disebur Sekda adalah Sekaetaris Dacrah
Kota Kupang,

o

A Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercneans Selanjtnya
digebur Dinaa adajah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Kupang,

7.Jabartan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang bersi funpsi dan
tugas Dberkaitan denpan pelavanan  publik  serta administrasi
pemerintaban dan pembangunan.

8 Jabatan Fungsional adalah sekelompol: jabatan yang berisi fungsi dan
lugns berkailan dengan pelayvanan fungsional vang berdasarkan pads
kezhlian dan keterampilan tertentu.

9. [ejpbat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsioned pada Instansi Pemerintah,

10.8ub Koordinator adalsh pejebar fungsional jenjang ahli muda vang
ditugaskan untuk melaksanalkan sehagian tugas vang diamanatkan, baik
yvang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tfugas
jabatan administrator di Englup unit kerja.

11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjulnya disebut UPTD adalah
Unsur Pelakeana Teknis Daerah pada Drnas Pengendalian Penduduk dan
Keluarpa Berencana Kota Kupang, .

}
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(3)
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BAR TI
KEDUDUKAN AN STRUKTUR ORGANISASI

Paral 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan [Dacrah.

Dinas sebapaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin oleh kepala dinas

vang berikedudukian & bawah dan bertangsung jaweab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah,

Iinag scbagaimana dimaksud pada ayat {1] mempunyai tuga’s membanm

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daegrah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencans serta

Tugas Pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat 3)

menyvelenggerakan fungsi:

a perumusan kebijakan daerah di hidang Pengendalian Penduduk dan
Keluargs Berencana;

b pelaksanaan kebijakan dasrah i bidang Pengendzalinn Penduduk dan
Keluarga Derencana;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporiin daerah di bidang Pengendalian
Pendurduk dan Keluarga Berencana;

d.  pelaksanaan administrasi dinas daerash o bidang Pengendalian
Pendudulk dan Keluarpa Berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinva,

Pasal 3

Dimas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1] merupaken dinas

Tipe B dengan susunan organisasi terdiri aras:

s

Kepala Dinas;

L. Sekretariat, terdir! dari:

1. Bub Bapian Perencansan dan Kenangan, dan

2. Sub Bagian Umum dan Hepegawaiarn;

Bidang Penpgendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
Bidang Keluarga Berencana;

Bidang Ketshanan dan Kesejahteraan Keluarga; :

= o o W

Kelompok Jabatan Fungsional dan



g UPTD.

(2} Selactariat sehagaimana dimaksud pada ayet (] huruf b, dipimpin olch
Sckretaris yang berada di bawah dan bertenggung jawah kepada Kepala
Einas,

3} Masing-masing Bidang dipimpin oleh. Kepala Bidang yang bterades di
bawah bertanggung jawab kepsada Kepala Dinas.

(4 Masimg-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Bagan Susunan Stuktur Crgenisasi sebagaimana dimkasud pada ayal
(1 tercantum dalam lampiran den merupakan bagian yang Udak
terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

FPasal 4
{1]3ekretarist mempunvai wgas melaksanakan koordicasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, pemberian dukungsn administrasi kepada seluruh
unil organisazsi d lingkungan Dinas.
2] Untuk melaksanakan tuges schagaimana dimaksud pada ayvat {1),
Sekretariat mempunyai fungsi
a. pelaksanaan koordinasi kegistan di lingkungan dinas;
b. penynsunan Tefcana, ogram dan anggaran dinas;
¢ pembinaan dan pembertan dukungan administrasi dinas yang meliput
periyelenggaraan UrLiRaT ketatausahaan rumah tangsa,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakasn, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi, hubungan masvarakat dan keprotokeolan,
kearsipan dan dokunmentasi;
d pelaksanaan monitoring, evaluasl dan pelaporan program kerja dinas;
dan

. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
[1})8ul: Bagian Perencanaan dan Keuangan mempUny:ai fugas melaksanalken
tugae sekretariat lingkup perencanaan dan keuangan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Sub
Bagian Perencanaan dan keuvangan mempunyai fangsi
8. menyuslun reéncana, program kegiatan dan angegaran Dinas;
L menyiapken bahen pengumpulan, pengolahan den penyajian data
lingkup Dinas; 1

#t



{1)

(2)

(1)

(2)

menviapkan baban penyvusunan BEporan kinega Dinas;
melaksanakan urusan tatz laksana keuangzn Dinas;
melaksanakan urusan perbendaharaan dan gai lingkup Dinas;

=6l Al

melaksanakan urusan verilikasli dan akunlansi Dinas;
menvusun laporan keuangan Dhnas: dan
b melaksanakan tugas dinas lain vang dibeikan oleh atasan.

5

Pagal b

Sub Bagian Umum den Kepegawaian mempunyal tugas melaksanalan

tugas sekretariat lingkup administrasi wumum dan kepegawaian Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1), Sub

Bagian Umum dan Kepepawsian mempunval fungsi:

& melalkulkken penyiapan bahan dan pelaksanasn wrugan kepegawaian
Tiinas;

k. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan wyrusan ketatausehaan
saratd dan prasarana rumah tangga Dinas;

c. melakukan  penyiapan bahan  dan pelaksanaan  urusan,
kelatalaksanaan, kepustakaan, tala persUratan, kearsipan dan
dokumentasi lingkup Dinas;

d mebkukan penyviapan bahan dan pelaksanaan wrusan hubungsn
masyarakat dan keprotokolan linglkup Dinas;

e melalkikan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan olganisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan

f. melaksanakan tugas dinas kin yang diberikan oleh gtasan.

Pasal 7

Bidang Penpendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengzerakan

mempunyai tugas pelalsanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian

penduduk, penvuluhan dan penggerakan.

Unituk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (),

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluban dan Pengperakan

mempunvai fungsi :

a perumusan  kebrijakan teknis daerah di bidang pengendalian
pendudulc, sistem informas keluarga, penvuluhan, advokssi dan
penggerakkan bidang pengendalian  penduduk  dan  keluargs
berencang;

b pelaksansan kebijpkan telmia daerah di bidang pengendalian

pendudul, sistem informasi keluarge, penvuluhan, advokasi dan



R

<)

tl.

Penggerakkan di bidang pengendalian penduduk dan keluargs
berencana,

pelaksanaan norma, stendar, prosedur dan  kriteria  dibidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan,
advokasi dan penggerakkan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga herencana,;

pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
pelaksanaan pemetazn  pekiraan  (paramefer] pengendalian
penduduk di Kota Kupang;

pelokeanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan i Kota Kupang pada bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

pelakaznaan pendayagunaan énaga penvuluh ( PKB/PLEB);
pelaksanaan pemantavan dan evaluasi & bidang pengendalian
penduduk, sistemn informasi keiusrga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakkan dibidang pengendalian penduduk dan  keluarga
berencans;

pembenan bimbingan teknis dan fasilitasi d bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penvuluhan, advokasi dan
Penggerakan  dibidang Pengendalian pendudnk dan  keloarga
berencana;

pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,

Pasal 8

Bideng Xeluarga PBerencana mempunyai tugas  melaksanalkan

kehijalkan teknis dibidang pelaksansaan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i

Bidang Keluarga Berenc anR mempunyal fungsi ;

A

b.

c

perumusan kebijakan 1eknis daerah di bidang keluarga berencana;

pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
pelalcsanaan penyelengearaan norma, standar prosedur dan kriteria
di bidang keluarga berencana:

pelaksanaan  penerimaan, penyunpanan, pengendalian  dan
pendistribusian &lat cbat kontrasepsi di daerah;

pelaksanaan pelayanan KB d daerah;



pelaksanaan pembinaan keserizan Ber KB di daerah;

pelaksarnaan pemantauan dan evaluasi di  bidang keluarga
berencana;

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hkeluarpa
berencanes; dan

peleksanaan tugas dings lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pagal 9

(1) Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahleraan
kelunarga.

(2 Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimsaksud pada aval (1),

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarge mempunved fungsi:

£

perumusan  kebijakan 1eknis daerah di bidang ketehanan dan
keseahteraan keluarga;

pelaksanaa norma, standar prosedur dan  kriteria  dibidang
ketahenan dan kesejahteraan keluargs;

pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang hina keluarga balita;
pelaksanaan kebijgkan teknis daerah dibidang pembinaan
ketahanan remaia;

pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia

dat rentar;

pelaksanaan  kebimkan  telnis  daermbh  dibidang  pemberdayasn
keluprga sejabtera melalur ussha mikro keluarga;

pemantduan dan evaluasi di bidiang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

pemberiant bimbingan teknis dan fasilitasi & bidang kesejahteraan
dan ketahanan keluargs; dan

pelaksanasn tmgas dinas lainnya yeng diberikan cleh atasan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 10

(1} Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu uniuk melaksanakan kegatan

tcknis operasional dan/atau kegiatan tekmis penunjang yang menjadi

kewenangan, ‘

i
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)

(1

(2]

{3

T}

[2)

(3

[4)

UPTD sebagmimana dimaksud pada avat (1), merupakan bagian dari
Perangkat Daerah yang bertanggungawab kepada Kepala Dinas;

Ketentuan ielsh lanjul mengenal nomenklatur, jumlah dan jems,
SUSUMNAN organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada

ayar (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BABY
EELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasgal 11

kelompeok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifar tekmis sesuai keahlan
dan kehutuhan.

Kelompok Jabmtan Funpgsional sebagzsimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dan sejumlah tenapga jabatan fungsional yang terdapat dalam
berbagai kelompok sesusei dengen bidang keahliannya.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sthagaimana dimaksud pada ayat
(2] ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja vang diacur

sesual dengan peraturan perundang-undangen.

Pasal T2
Pejabal Fungsional berkedudulan dibawah dan berlanggung jaweb
secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabar pimpinan tinggi
pralama, pejpbat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsicnal
Penentuan berkedudukan dsn bertanggung jawab secara lanpsung
sehagaimena dimaksud pada avat (1] disesuvaikan dengan strukior
o gATHSas..
Kelompok Jabatan Funpsional dipimpin oleh Sub Eoordinater Jabatan
Fungsional yang ditetapkan cleh pejabat Pembina kepegawaian ates
usu lan pejabal yang berwenang.
Suby Koordinator sebapatmana dimaksud pada avat [3) melaksanakan
tugas penyusunan rencana, pelaksanasn dan pengendalian, pemantauan
dan novaluasi serta pelaporan pada sat kelompok substans! pada

masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administrator

(3) Sub Knordinator sehagaimana dimaksud pada ayat [4), terdiri atas:

4. Sub koondinator substansi advokasi dan pengperalkan;



b Sub koordinator substans petpuluhan dan pendar ragunaan PLEB
dan kader KB

¢. Sub koordinator substansi pengendalian penduduk dan informasi
kelusrga;

¢ Sub koordinstor substansi pengendalian dan pendisiribusian alokon;

e. Sub koordinator substansi j.am:'na,n-pf:la: Anan KB;
Suli koordinator substans( pembinaan dan peningkatan keserlaan
ber-KB;

g Sub koordinater subsiansi pemberdayaan keluarga sejahiera;

Sub koordinator substansi bina ketahanan keluarpga balita, anak dan

lanaia; dan

i, Sub koordinater substansi hina ketahanan remaja;

=g

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

{1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsirr oOrganisasgi wajib
menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar sawman  organisasi  di
linglcungan pemerintah daereh serta dengan instansi kin di  luar
pemerintah daerah sesual dengan tugas masing- masing.

2] Setiap unsur erganisasi wajb mengawasi bawahannys masing- AIIDgG
dan Mla terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yeng
diperlukan sesuai dehgan peraturan perundang-undangan.

{3| Setiap unsur organisasi wajk bertanggung jawab memimpin Jdan
mengkoordinasikan  bawahannva masing-masing dan memberikan
bimhbingan serta petuniuk bagl pelaksanaan tugas bawehannya.

[ Setiap unsur orgenisssi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk vang
diberikan dan bertanggungjewab kepada atasan masing-masing serta
menyiapkan dan menyvampaikan lzporan baik ingidentil maupun berkals
pada walitunya.

{5) Setiap laporan yang diterima oleh Setiap uvnsur organisasi dan
bawahannya wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyvusunan lrporan lebill lanjut dan untuk memberiican petunjuk kepada
bawehan.

o



{6 Setiap laporan vang disampaikan kepada atasan, tembusen laporan wajpb
disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnye yang Secara
fungsional mempunyal hubungan kerjp.

7] Dalam melaksanakan gas, Selap unsur eorganisasi dalam bLngkup
organisasi dibawabnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka
pemberian bimbingan dan petunijuk kepada bawahan masing-masing.

BAB Wil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap

melaksanakan tugasnyva sampal dengan ditetapkan pejabal yang baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini.



SABR VI
KETENTUAN PENUTUP

Prasal 14

Pada saax mulal berlalkunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Kupang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tupas dan Funpsi serta Teta Kerjm Dinas Penpendalian Penduduk dan
Keluarga Derencana Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016
Nomar 237 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlalou pada manggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalsm Berita Daerah Kola Kupang,

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Deseniir 2021

-MJ‘LL]KJ UPANG,

e JEFIRSTRAON R RIWU KCRE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021
!E SEKRETAR]S DAERAH KOTA KUPANG,

/Wffvm

FMIW PRIOCSTLEY FUNAY
BERITA DAEEAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 563
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